
, 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro 
Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Muaro Jambi Tahun 2024; 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan da1am Pasal 104 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, menetapkan "Bupati/Wali Kota 
menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD 
Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD 
Provinsi ditetapkan"; 

BUPATI MUARO JAMBI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MUARO JAMBI 

TAHUN 2024 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR ) 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

BUPATI MUARO JAMBI 
PROVINS! JAMBI 

• 

------------ 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010· tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5674); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

' 
• 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024. 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi Tahun 2022 Nomor 83), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi 
Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 04); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Renca.na Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

' 

• 



RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 
dalam menyusun : 
a. KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024; dan 
b. RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan; 
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
g. BAB VII Penutup. 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal3 

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 
Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. 

Pasal 2 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi. 
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang 

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 

4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

5. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Muaro Jambi. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana 
Kerja dan Anggaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

• 

• 

Pasal 1 



DELIANSYAH 

Diundangkan di Sengeti, 
pada tanggal t jU \.,\ 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, 

BUDHIHARTONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR ... 

BAC ~ 

Ditetapkan di Sengeti 
pada tanggal 7 j \_\l,( 2023 
Pj. BUP . MUARO JAMBI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

BAB IV 
PENUTUP 

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
• 


